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mencapai kemudahan disegala urusan, diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ﺍ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ﺏ Ba b Be 
ﺕ Ta t Te 
ﺙ ṡa ṡ es (dengantitik di  atas) 
ﺝ Jim j Je 
ﺡ ḥa ḥ ha (dengantitk di bawah) 
ﺥ Kha kh kadan ha 
ﺩ Dal d De 
ﺫ Ẑal Ẑ zet (dengantitik di atas) 
ﺭ Ra r Er 
ﺯ Zai z Zet 
ﺱ Sin s Es 
ﺵ Syin sy esdan ye 
ﺹ ṣad ṣ es (dengantitik di bawah) 
ﺽ ḍad ḍ de (dengantitik di bawah) 
ﻁ Ta t te (dengantitik di bawah) 
ﻅ ẓa ẓ zet (dengantitk di bawah)  
ﻉ ‘ain ‘ Apostropterbalik 
ﻍ Gain g Ge 
ﻑ Fa f Ef 
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ﻕ Qaf q Qi 
ﻙ Kaf k Ka 
ﻝ Lam l El 
ﻡ Mim m Em 
ﻥ Nun n En 
ﻭ Wau w We 
ﻩ Ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ﻱ Ya y Ye 
 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 
Jika ia terletk ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (  ).. 
2. Vokal 
Vokalbahasa Arab, sepertivokalbahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau 
monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
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Fathah dan ya 
 
Ai 
 
a dan i 
 
  
Fathah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
Fathah dan 
alifatauya 
 
ấ 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
Kasrah da nya 
 
ῑ 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
Dammah dan 
wau 
 
ȗ 
 
u dan garis di 
atas 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 
adalah [h]. 
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Kalaupada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuahtan da tasydid (      ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonanganda) yang diberitan da syaddah. 
Jika huruf ﻱ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrahﻱmaka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif lam 
ma’arifah) .Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 
garis mendatar (-). 
 
 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadia postrop (  )hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bilahamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
xv 
xiv 
 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 
sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah(ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-ljalalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. HurufKapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 
Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan 
huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
xv 
 
tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, 
CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
Nama : Ahmad Fahrul Azwar 
NIM : 10100113094 
Judul :Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisasi Nikah         
Dibawah Tangan (Studi di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Tahun 
2016-2017) 
Skripsi ini, membahas tentang peran kantor urusan agama dalam 
meminimalisasi nikah dibawah tangan. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya 
masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan pada tahun 2016 sampai 2017. 
Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana peran kantor urusan agama dalam 
meminimalisasi nikah dibawah tangan, selanjutnya untuk memecahkan masalah 
pokok tersebut, maka dirumuskan sub masalah yaitu; 1) Tingkat pernikahan dibawah 
tangan di Kecamatan Biringkanaya. 2) Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Biringkanaya dalam meminimalisasi nikah dibawah tangan. 3) Kendala 
yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi nikah dibawah tangan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data yang bersifat 
primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada para 
reponden, yaitu para pelaku nikah dibawah tangan dan Kepala KUA yang berada di 
Kecamatan Biringkanaya. Peneliti membatasi masalah nikah dibawah tangan yang 
terjadi ditahun 2016-2017. Selain menggunakan data primer, penulis juga 
menggunkan data sekunder yaitu data yang menunjang kelengkapan yang diperoleh 
dengan cara studi pustaka. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran KUA 
dalam meminimalisasi nikah dibawah tangan adalah. 1) memberikan penyuluhan 
tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan di dalam 
acara-acara keagamaan. 2) memberikan kemudahan kepada masyarakat ingin 
melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum dengan menugaskan P3N 
disetiap kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya. 3) melakukan sosialisasi 
tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga 
terutama pada ibu dan anak anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian 
yang diadakan oleh Kementrian Agama.  
Implikasi penelitian yaitu masyarakat harus lebih peduli dengan status  
perkawinannya masing-masing sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu 
dan seterusnya, dan merasakan pentingnya memiliki buku tanda nikah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Fenomena pernikahan dibawah tangan bukanlah fenomena yang baru, sebab 
fenomena pernikahan semacam ini sudah di lakukan oleh banyak orang dari waktu 
kewaktu. Pelaku nikah dibawah tangan ini dari berbagai lapisan masyarakat dari segi 
usia, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. 
Pernikahan dibawah tangan biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan 
secara resmi kepada masyarakat luas. Pelaksanaan akad macam ini memang boleh 
dan sah, walaupun tidak tercatat resmi oleh negara.1 Dengan hadirnya wali dari 
perempuan dan keluarga dari laki-laki dan di saksikan oleh dua orang saksi sesuai 
prosedur keagamaan saja, dan telah sesuai dengan  syarat dan rukunnya. Banyak 
kasus yang terjadi, pernikahan dibawah tangan dilakukan dengan maksud tertentu, 
dan perkawinan tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak diketahui oleh khalayak 
ramai. Apakah perkawinan bentuk seperti ini tidak bertentangan dengan ajaran islam 
? maka Rasulullah Saw dalam beberapa haditsnya selalu mengingatkan untuk 
menghadiri walimah, serta mengumumkan perkawinan, dengan tujuan agar diketahui 
oleh banyak orang. 
Dalam haditsnya Rasulullah SAW Bersabda : 
 َﻗ َﻝﺎ  َﺭ ُﺳ ْﻮ ُﻝ  ِﷲ  َﺻ ﱠﻞ  ُﷲ  َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ :  َﺍﺍُﻮﻨِﻠْﻋ َﺬَﻫﺍ َﺡﺎَِّﻜﻨﻟ  ِﻰﻓ ُﻩُْﻮﻠَﻌْْﺟَﺍﻭ
 ﱡﺪْﻟﺍﺎِﺑ ِﻪَْﻴﻠَﻋ ْﺍُﻮﺑِﺮْْﺿَﺍِﻭﺪِﺟﺎَﺴَﻤْﻟﺍ ِﻑُْﻮﻓ  
                                                          
1 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang , ( Jakarta : Cendekiawan  Sentra  Muslim,  
2002 ), h, 46.   
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Artinya: 
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam Bersabda: Umumkanlah 
pernikahan dan laksanakanlah di dalam Masjid dan perdengarkanlah 
rebanah2    
Kebanyakan orang meyakini bahwa nikah di bawah tangan dianggap sah 
menurut hukum Islam apabila telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya, 
sekalipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Akibat dari pemahaman tersebut timbullah dualisme hukum yang ada dinegara 
Indonesia ini, yaitu disatu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di KUA dan disisi lain 
perkawinan tanpa dicatat pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat, atau disatu 
sisi perceraian itu hanya sah apabila dilakukan didepan sidang di pengadilan agama, 
dan disisi lain perceraian yang dilakukan diluar sidang pengadilan agama tetap 
berlaku dan di akui oleh masyarakat.3 
Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkawinan menimbulkan sejumlah 
dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan,status anak, atau adanya 
kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya 
surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan 
Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.4 
Walaupun hal ini merupakan masalah yang dianggap kecil, tetapi akan 
meluas dampak yang akan ditimbulkan. Dalam kasus ini, kurangnya kesadaran 
masyarakat terhadap hukum, meletakkan titik beratnya kepada potensi-potensi yang 
bersifat pribadi, kesadaran hukum ini dapat didefinisikan sebagai potensi masyarakat 
                                                          
2 Imam Al Ghazali, Ihya ‘Ulumuddin, (Suria: Maktabah Darul Wayi, 1998) cet. I, hal. 70  
3 Zahri, A. “Argumentasi yuridis pencatatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam”,  
http://badilag.net/data/ARTIKEL/Argumentasi%20Yuridis%20Pencatatan%20Perkawinan%20dlam%
20Perspektif%20Hukum%20Islam., (02 10 2017) 
4 Ali Hasan,Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam,  (Jakarta : Siraja, 2003), h.295  
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yang berisi persepsi, pengenalan, pengetahuan, pengertian tentang hukum termasuk 
konsekuensinya. 
Untuk pencatatan perkawinan, pemerintah secara khusus telah menyediakan 
kantor pelayanan. Untuk pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dilakukan di 
Kantor Urusan Agama. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan 
perkawinan di laksanakan di Kantor Catatan Sipil yang ada di setiap kabupaten/kota. 
 Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang 
Perkawinan, yang diatur dalam UU No 9 Tahun 1974, dan diikuti perumusan yang 
lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Di bawah ini akan di kutip pasal-pasal 
yang mengatur pencacatan perkawinan. 
Berdasarkan pasal 2 ayat (2) menyatakan tentang keabsahan perkawinan, 
yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang 
berlaku”.5 
Pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 
tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 PP 
No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat 
nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 1946 tentang Pencatat Nikah, 
Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), 
pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan 
sipil.6 
                                                          
5 Hasbullah, Bakhry, Kumpulan Lengkap Udang-Undang dan Peraturan Perkawinan di 
Indonesia Cet. III, hal. 3 
6 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam  (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2004), hal. 235 
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Pencatatan perkawinan disamping bertujuan untuk ketertiban administratif, 
juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, 
serta sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan7 . Jadi, perkawinan 
yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah 
ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan 
pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.8 
Pernikahan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah di jelaskan 
diatas biasanya di kenal dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Secara 
administrasi Negara pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan 
demikian, nikah dibawah tangan bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati 
peraturan pemerintah yang sah. 
Oleh karena itu, penulis melakukan analisis terhadap kinerja Kantor Urusan 
Agama (KUA) dalam menangani masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan 
serta peranannya dalam mendorong masyarakat untuk membentuk keluarga yang 
sakinah mawaddah warohmah. 
Berdasarkan keterangan masalah-masalah diatas, masih minimnya 
masyarakat dalam melakukuan pencatatan nikah sehingga membuat penulis untuk 
meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul : 
“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan Di 
Kecamatan Biringkanaya (Studi Kasus 2016-2017)”. 
 
                                                          
7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) (Jakarta : 1985). hal. 21 
8 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta : PT.  Raja Garfindo Persada,  (2003), 
cet.VI, hal. 3 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah  yang diuraikan diatas, maka pokok 
masalah dari proposal skripsi ini adalah Bagaimana peran KUA dalam 
meminimalisasi nikah dibawah tangan di kecamatan Biringkanaya. Kemudian Point 
masalah yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana tingkat pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Biringkanaya? 
2. Upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dalam 
meminimalisasi nikah dibawah tangan ? 
3. Apa kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Biringkanaya dalam 
meminimalisasi nikah di bawah tangan? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian        
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap pembahasan skripsi 
ini, diperlukan beberapa pembahasan yang menyangkut mengenai judul yang 
diangkat oleh penulis yaitu; Peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi 
nikah dibawah tangan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya telah melakukan 
kerja maksimal dalam meminimalisasi nikah dibawah tangan yang terjadi di 
masyarakat tentang pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan aturan perundang-
undangan, karena hal tersebut dinilai kebanyakan menimbulkan dampak negative 
kepada istri dan anak. 
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 2.  Deskripsi Fokus     
Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah melihat peran Kantor Urusan 
Agama Biringkaya dalam meminimalisir nikah dibawah tangan. Adapun peran yang 
dilakukan adalah, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan 
dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar dan 
pengajian-pengajian serta penyampaian dari RT/RW setempat. Adapun observasi 
awal, masih ada diantara warga biringkanaya melakukan perkawinan tersebut dengan 
alasan beberapa factor seperti ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, dan 
kurangnya perhatian pemerintah dalam permasalahan nikah dibawah tangan yang 
dilakukan oleh masyarakat tersebut. 
D. Kajian Pustaka/ Kajian Terdahulu 
Sebelumnya sudah ada peneliti yang juga melakukan penelitian skripsi ini 
terkait masalah nikah dibawah tangan, yakni : 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah, dengan judul 
“Analisis Hukum  mengenai Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Wara Kota 
Palopo ( Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi 
Hukum Islam) ” Tahun 2012 yang menjelaskan tentang peristiwa perkawinan di 
bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Wara Kota Palopo, mempola dalam 
berbagai bentuk dan motif, Namun demikian, Apapun bentuk dan motif yang 
perkawinan di bawah tangan , Tetap tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang 
mempunyai akibat hukum. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ima Mayasari, dengan judul “Akibat hukum 
perkawinan yang tidak tercatat di KUA, studi di Kecamatan Diwek Kabupaten 
Jombang” Tahun 2008.  Yang menjelaskan akibat hukum yang didapat apabila 
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perkawinan tidak dicatat di KUA. 
Ketiga, Dalam bukunya Taufiqurrahman Al-Azizy yang berjudul jangan 
sirrikan nikahmu dijelaskan tentang nikah sirri adalah istilah yang dimunculkan 
dalam konteks pemerintahan untuk menandai suatu jenis pernikahan yang tidak ad 
bekas-bekas catatannya di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil.9 
Keempat, Dalam bukunya Satria Effendi M. Zein yang berjudul Problematika 
Hukum Keluarga Islam Kontemporer menyatakan bahwa az-zawaj al-‘urfi adalah 
sebuag pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.10 
Sedangkan yang membedakan penulisan skripsi penulis dengan skripsi 
lainnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh KUA, setiap daerah tentu saja 
memiliki problematika yang berbeda walaupun kasusnya sama, contohnya seperti 
kasus perkawinan di bawah tangan, mungkin disetiap daerah yang berada di 
Indonesia terdapat kasus nikah dibawah tangan namun akar permasalahannya bisa 
berbeda. Oleh karena itu, hambatannya pun berbeda dan tentu saja permasalahan 
serta kebijakan yang KUA lakukan pun berbeda. Hal ini juga sudah pasti akan 
mempengaruhi pendekatan dan jenis penelitiannya juga berbeda. 
E. Tujuan Dan Kegunaan penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui tingkat pernikahan dibawah tangan pada masyarakat 
kecamatan Biringkanaya. 
                                                          
9 Taufiqurrahman Al-Azizy, Jangan Sirrikan Nikahmu, (Jakarta: Himmah Media, 2010), h. 
41 
10
 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: 
Kencana, 2004), h. 33. 
8 
 
b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama 
dalam meminimalisasi pernikahan dibawah tangan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis 
seputar peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah tangan dan segala 
bentuk permasalahannya. 
b. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pecinta penelitian hukum 
dalam rangka pengembangan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum 
Islam seputar nikah di bawah tangan. 
c. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai bahan perbandingan bagi penulis 
selanjutnya.
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Pernikahan 
Islam adalah Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu 
masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun 
masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil 
dan sepeleh. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam 
masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak. Mulai dari bagaimana mencari 
kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya saat resmi 
menjadi pasangan suami istri, Islam menuntunnnya. Begitu pula Islam mengajarkan 
bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan, namun tetap mendapatkan berkah 
dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, 
begitu juga dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona. 
Nikah berasal dari bahasa arab yaitu nikaahun ( ﺡﺎﻜﻧ ) yang artinya adalah 
suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki- laki dengan 
perempuan, dan saling tolong menolong antara keduanya, serta menentukan batas 
antara hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam kamus Bahasa Indonesia asal 
kata dari perkawinan adalah “kawin” yang menurut arti bahasanya adalah 
membentuk suatu keluarga dengan lawan jenis, melakukan. hubungan bersetubuh.1 
Dalam literatur fiqhi yang berbahasa arab, perkawinan atau pernikahan disebut 
dengan dua kata, yaitu nikah ( ﻜﻧﺎﺡ  ) dan zawaj ( ﺝﺍﻭﺯ ). Kata-kata tersebut sangat erat 
                                                     
1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:  Balai 
Pustaka, 1994), cet ke-3 edisi kedua, h. 456 
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sekali dengan kegiatan sehari-hari dari orang arab dan juga banyak terdapat dalam 
Al-qur’an dan Hadist nabi.2 Sedangkan kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-
Qur’an dengan memiliki arti kawin, seperti dalam Surah An-Nissa ayat 3: 
βÎ)uρ ÷Λä øÅz āωr& (#θ äÜÅ¡ø)è? ’Îû 4‘uΚ≈ tGu‹ø9 $# (#θ ßsÅ3Ρ$ sù $tΒ z>$ sÛ Νä3s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ÏiΨ9$# 4 o_ ÷WtΒ 
y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ( ÷βÎ*sù óΟ çF øÅz āωr& (#θ ä9 Ï‰÷ès? ¸οy‰Ïn≡ uθsù ÷ρr& $ tΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΨ≈ yϑ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡sŒ 
#’ oΤ÷Šr& āωr& (#θ ä9θãès? ∩⊂∪   
Terjemahnya   :  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian 
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 
Dekat kepada tidak berbuat aniaya. 
Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua  
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuh-tumbuhan.  
Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah  SWT, sebagai jalan bagi 
makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.3 Oleh karena itu 
bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, harus melakukan nikah. Selain 
mencontohkan tingkah laku Nabi Muhammad SAW, juga perkawinan itu merupakan 
kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani. 
Nikah, menurut bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul.4 Makna 
nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Definisi 
yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan  oleh Rahmat Hakim: Bahwa 
                                                     
2 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan  di Indonesia  antara  Fiqih  Munakahat dengan 
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta:  Kencana, 2006) cet ke-1, h. 35. 
3 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9. 
4 Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, 
Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuais mandiri Cipta Persada (Jakarta: Qisthi Press,2003),    h. 5.   
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kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang merupakan isim masdar atau 
asal kata dari kata kerja (Fi’il Madhi)“nakaha”,sinonimnya “tazawwaja” kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah juga sering 
dipergunakan sebab telah masuk  dalam bahasa  Indonesia.
5  
Adapun  nikah  menurut  syara adalah melakukan akad (perjanjian) antara 
calon suami dan istri agar halal melakukan “pergaulan”6  
Pernikahan merupakan sunnah, yang apabila dilaksanakan akan mendapat 
pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan 
karena tidak mengikuti sunnah Rasul.7 Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya 
dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin 
suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu 
ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin 
mendapatkan keturunan yang shaleh/shalehah. Keturunan inilah yang selalu 
didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan 
generasi bagi orang tuanya.8 
B. Rukun dan Syarat sah perkawinan 
Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 
                                                     
5 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.  
6 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan Dan Perbedaan (Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), h. 17.  
7 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 
375. 
8 Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Syurga Rumah Tangga (Surabaya:Gita Mediah Press, 
2006), h. 8. 
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seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.9 Atau 
adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. 
Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu 
pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, 
seperti menutup aurat dalam salat. Atau menurut agama Islam bahwa calon 
pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam.  
Sah,yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.10 
Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat nikah terdiri dari beberapa 
bagian, seperti: 
1. Rukun Pernikahan 
a. Adanya calon suami; dan 
b. Adanya calon istri; 
c. Adanya Wali dari pihak perempuan; 
Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali ataupun seorang wakilnya 
yang akan menikahkan sang mempelai, karena wali mempunyai peranan penting 
dalam pernikahan tersebut. 
d. Adanya dua orang saksi; 
Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang akan 
menyaksikan akad nikah tersebut, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW, yang 
diriwayatkan oleh Daru Quthny dari Aisyah,bahwa Rasulullah SAW bersabda : 
(ﻲﻨﻄﻗ ﺭﺍﺩ ﻩﺍﻭﺭ) ٍﻝْﺪَﻋ َْﻱﺪِﻫﺎَﺷَﻭ ٍّﻲِﻟَﻮِﺑ ﱠِﻻﺍ َﺡﺎَﻜِﻧَﻻ
11  
 
                                                     
9 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet ke 1 juz 1, h. 9. 
10 Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarata: Prenada Media,2003), h. 55. 
11 Daru Quthny, Sunan Daru Quthny (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), jilid 3, h. 139 
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Artinya : 
Tidak sah perkawian kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil 
(HR. Daru Quthny) 
e. Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari 
pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin pria. 
Syarat-syarat Shigat: Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan 
bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan 
saksi. 
Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau 
atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau 
sedang yang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.12 
Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin perempuan: 
“Kawinkanlah saya dengan anak perempuan Bapak”, kemudian dijawab: “Saya 
kawinkan dia (anak perempuannya) denganmu”. Permintaan dan jawaban itu sudah 
berarti perkawinan. 
Shigat itu hendaknya berkaitan dengan batasan tertentu supaya akad itu dapat 
berlaku. Misalnya dengan ucapan: “Saya nikahkan engkau dengan anak perempuan 
saya”. Kemudian pihak laki-laki menjawab: “Ya saya terima”. Akad ini sah dan 
berlaku, akad yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah.13 
Hal ini menunjukan betapa penting kehadiran wali ataupun wakilnya karena 
tanpa ada hadirnya wali ataupun wakilnya tidak akan terjadi suatu pernikahan. 
Berkaitan dengan uraian diatas penulis ingin memasukkan beberapa definisi 
wali nikah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali 
                                                     
12 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 
68; 
13 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fikih Munakahat, h. 68 
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muhakam yang ada dalam tata ruang hukum Islam yang sesuai dengan syara‟: 
A. Wali Nasab 
Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai 
wanita yang berhak menjadi wali, menurut urutan sebagai berikut: 
1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang 
berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, 
kakek, dan seterusnya ke atas.14 
2. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara 
kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung,anak dari 
saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. 
3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung 
dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan 
seterusnya ke bawah. 
Apabila wali tersebut diatas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai 
wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut diatas belum baligh, atau tidak 
berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat 
dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. 
Umpamanya, calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek 
lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang 
terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali 
adalah saudara kandung dari ayah (paman).15 
Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut : 
 
                                                     
14 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan (Jakarta : Akademi Pressindo) 2003, h. 110-111 
15 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, h. 112 
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1. Ayah kandung, 
2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki, 
3. Saudara laki-laki sekandung, 
4. Saudara laki-laki seayah, 
5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung, 
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki  saudara laki-laki sekandung, 
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 
9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 
11. Anak laki-laki paman sekandung, 
12. Anak laki-laki paman seayah, 
13. Saudara laki-laki kakek sekandung, 
14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 
15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.16 
Dan dalam pembagian wali nasab ini terbagi menjadi dua, yaitu: wali mujbir 
(Aqrab) dan wali ghairu mujbir (Ab’ad) Penjelasannya sebagai berikut:  
a. Wali Mujbir 
Wali mujbir (Aqrab) adalah Wali yang berhak menikahkan sebahagian orang 
yang berada dibawah hak perwaliannya, tanpa izin orang yang akan dinikahkannya 
maupun ridhonya. Para Ulama berbeda pendapat, mengenai siapa saja yang masuk 
dalam kategori wali ini. Mazhab Syafi’idan Mazhab Hambali mengatakan, bahwa 
hanya ayah dan kakek saja yang masuk dalam kategi ini. Pendapat yang diselisihi 
oleh Mazhab Maliki yang menyatakan , bahwa hanya bapak saja yang masuk dalam 
                                                     
16 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 1995, h. 87 
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kategori ini.17 
b. Wali ghairu mujbir 
Wali ghairu mujbir (Ab’ad) adalah wali yang mempunyai hak mengawinkan 
tetapi tidak sah baginya mengawinkan tanpa izin dan ridha dari orang yang padanya 
terdapat hak perwalian.18 
B. Wali Hakim 
Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang di angkat oleh 
pemerintah (Menteri Agama) untuk  bertindak sebagai sebagai wali dalam suatu 
pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi: 
a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 
b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya). Atau 
c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat 
dengan dia tidak ada, atau 
d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalan yang 
membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km) atau 
e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai. 
f. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkanya. 
g. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh  
Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak  
menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim Tetapi di kecualikan bila, 
wali nasabnya telah mewakilakan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, 
                                                     
17 Denis Arifandi pakih Sati, Wali Mujbir dan Waki ghairu mujbir Dalam Akad Pernikaha, 
https://www.denisarifandi.com/2010/02/wali-mujbir-dan-wali-ghair-mujbir-dalam.html,(15 11 2017).  
18 Siti Maesaro, Makalah Perbedaan Pendapat Tentang Wali Akad Nikah, http://maesajuli. 
blogspot.co.id/2014/11/makalah-perbedaan-pendapat-tentang-wali.html, (25 11 2017). 
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maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan 
tersebut.19 
C. Wali Muhakam 
Yang dimaksud wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon 
suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini 
terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya   dilaksanakan   oleh   wali   hakim,   
padahal   di   sini wali hakimnya   tidak   ada   maka   pernikahanya   dilaksanakan   
oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus 
terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim 
kemudian di tambah dengan tidak adanya wali hakim yang semestinya 
melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah 
tersebut.20Adapun caranya adalah kedua calon suami istri itu mengangkat seorang 
yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahanya. Apabila 
direnungkan secara seksama, maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah 
yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, di mana Dia tidak menghendaki 
kesulitan dan kemudaratan 
2. Syarat Sah Pernikahan. 
Selain adanya lima hal dalam rukun pernikahan yang sudah dijabarkan diatas, 
dalam perkawinan ada syarat lain yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai 
agar perkawinan tersebut sah sesuai hukum yang berlaku yang berlaku dan tidak 
merugikan orang lain, syarat sah nikah adalah: 
 
                                                     
19 Departeman Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek peningkatan 
Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan 
Haji,(Jakata: 2003), h. 34 
20 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan, h. 11 
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a. Syarat bagi mempelai laki-laki : 
1. Calon istri tersebut bukan mahramnya baik secara sepertalian darah/nasab, 
maupun sepersusuan dan hubungan kekeluargaan; 
2. Tidak beristri empat; 
3.   Tidak dipaksa (kehendak sendiri); 
4. Jelas seorang laki-laki (bukan banci); 
5. Mengetahui siapa calon istrinya; 
6. Tidak sedang melaksanakan ihram; 
7. Minimal telah berumur 19 tahun (UU No.1 Tahun 1974 dan PMA No. 11 2007); 
dan 
8. Seorang muslim.21 
b. Syarat bagi mempelai wanita: 
1. Calon suami tersebut bukan mahramnya baik secara sepertalian darah/nasab, 
maupun sepersusuan dan hubungan kekeluargaan; 
2. Tidak atau bukan istri orang lain; 
3. Tidak dalam masa iddah suaminya; 
4. Tidak dipaksa (kehendak sendiri); 
5. Seorang muslimah; 
6. Jelas seorang perempuan; 
7. Minimal telah berumur 16 tahun (UU No.1 Tahun 1974 dan PMA No. 11 2007); 
dan 
8. Tidak sedang melaksanakan ihram.22 
c. Syarat bagi Wali Nikah: 
                                                     
21 Abdul Rahman Gazali, Fiqih Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 50. 
22 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 71. 
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1. Dewasa; 
2. Berakal (sehat jasmani dan rohani); 
3. Laki-laki; 
4. Seorang Muslim; 
5. Tidak sedang Ihram; dan 
6. Harus adil.23 
d. Syarat Saksi: 
1. Dewasa; 
2. Seorang muslim; 
3. Laki-laki; 
4. Adil; 
5. Tidak tuli; 
6. Tidak buta; 
7. Tidak bisu; 
8. Tidak Ghafil (pelupa/pikun); 
9. Berakal (tidak gila); 
10. Mengerti dan memahami maksud dan tujuan ijab kabul; 
11. Tidak sekaligus ditentukan jadi wali.24 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV pasal14, 
menyebutkan bahwa rukun dan syarat dalam perkawinan adalah sebagai berikut: 
1. Calon Suami; 
2. Calon Istri; 
3. Wali Nikah; 
                                                     
23 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama (Jakarta: PT. Dian Karya, 1986), h. 32. 
24 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 72. 
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4. Dua Orang Saksi; dan 
5. Ijab dan Kabul. 
Adapun syarat yang merupakan suatu yang mesti ada dalam perkawinan dan 
merupakan salah satu bagian dari hakikat perkawinan tersebut. Misalnya saja syarat 
bahwa wali itu laki-laki, baligh, berakal (sehat jasmani dan rohani), seorang muslim, 
tidak sedang ihram, dan harus adil. Ini menjadi penting karena disini selain menjadi 
saksi pernikahan wali mempunyai posisi atau hak penuh untuk mengizinkan kedua 
mempelai tersebut boleh nikah atau tidak. 
Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak 
dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah 
menurut hukum. 
C. Nikah Dibawah Tangan 
Meski sah menurut agama, namun pernikahan dibawah tangan luput dari 
perlindungan hukum perkawinan. Fenomena pernikahan di bawah tangan kembali 
menyeruak. Pemicunya adalah dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) yang mensahkan pernikahan dibawah tangan. Pengesahan ini dihasilkan dari 
Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. 
Acara tersebut digelar pada Tahun 2011 dikompleks Pondok Modern Darussalam 
Gontor. 
Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap 
kasus tersebut, peserta ijtima‟ sepakat bahwa pernikahan dibawah tangan  hukumnya  
sah,  karena  telah  terpenuhinya  syarat  dan  rukun  nikah.Namun,   nikah  tersebut   
menjadi   haram   apabila  di   kemudian  hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan 
anak-anaknya terlantar.  
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Pernikahan di bawah tangan biasa disebut dengan Nikah Sirri (Rahasia) atau 
nikah urfi berdasarkan adat.25 Nikah sirri atau nikah di bawah tangan pada sebagian 
masyarakat, terutama sebagian umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. 
Menurut seorang ulama terkemuka yang pernah menjabat Rektor Universitas Al-
Azhar di Kairo Mesir, yaitu Mahmud Syalthut, beliau berpendapat bahwa nikah sirri 
merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan 
perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (i’lan), tidak tercatat 
secara resmi,oleh petugas pemerintah, baik oleh Petugas Pencacat Nikah (PPN), atau 
di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Nikah sirri atau nikah di bawah tangan tidak hanya dikenal  pada zaman 
sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari 
ucapan Umar bin Khatab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan 
yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki- laki dan seorang 
perempuan. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa, nikah sirri itu 
tidak boleh dan jika terjadi harus di fasak (dibatalkan). Pendapatnya diperkuat oleh 
hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sesungguhnya 
Rasulullah bersabda: 
 َﻦْﺤِﻜُْﻨﻳ ْﻲِﺗ ﱠﻼَﻟﺍ ﺎَﻳﺎََﻐﺒَْﻟﺍ : َﻝﺎَﻗ َﻢﱠﻠَﺳَﻭ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲ ﻲﱠﻠَﺻ ِﷲ ُﻝْﻮُﺳَﺭ ﱠَﻥﺍ ٍﺱﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑﺍ ِﻦَﻋ
(ﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ) ٍﺔَﻨْﻴَﺑِﺮْﻴَﻐِﺑ ﱠﻦُﻬَُﺴﻔَْﻧﺍ 
 
Artinya : 
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda: “Pelacur adalah wanita yang 
mengawinkan dirinya tanpa (ada) bukti” (HR. Tirmidzi). 
                                                     
25 Muhammad Mutawwali Sya’rawi, Fiqhi Wanita (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 
119. 
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Nikah dibawah tangan dalam fiqih kontemporer di kenal dengan istilah zawaj 
‘urfi yaitu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat 
secara resmi oleh pegawai Pemerintah (KUA). Disebut nikah urfi (adat) karena 
pernikahan tersebut merupakan adat kebiasaan yang berjalan di masyarakat. 
Masyarakat Indonesia umumnya masih mengikuti adat kebiasaan yang 
berlaku dahulu, yaitu dengan menganggap bahwa pernikahan itu sudah cukup 
dilakukan hanya melalui para pemuka agama. Dari sudut pandang fiqih, pernikahan 
tersebut dipandang sah, tetapi apabila terjadi perselisihan maka tidak dapat 
diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, mudharatnya lebih 
banyak dari pada manfaatnya.26 
Pernikahan yang tidak tercacat, akan menimbulkan dampak bagi istri dan 
anaknya. Posisi mereka sangat lemah didepan hukum. Bagi istri, tidak dianggap 
sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, ia juga tidak berhak atas nafkah dan 
waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Tragisnya anak yang 
dilahirkan juga tidak dianggap sah.27                                                 
Jadi nikah dibawah tangan itu merupakan nikah yang tidak dicatatkan pada 
instansi terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), tapi dilaksanakan 
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah 
yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah 
semacam ini (sirri) jelas-jelas sangat tidak untuk dilaksanakan. 
 
                                                     
26 Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 
2003), h. 39 
27 Muhammad Zain dan Mukhtar As-Shodiq, Membangun Keluarga Harmonis (Jakarta: 
Graha Cipta, 2005), h. 38 
23 
 
 
D. Sebab dan Akibat Nikah Dibawah Tangan 
1. Sebab-sebab 
Ada beberapa sebab mengapa pernikahan di bawah tangan selalu bertambah 
besar dikalangan masyarakat, diantaranya adalah:28 
a. Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum negara, 
karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal. 
b. Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas 
bagi siapa dan kapan boleh didapatkan. 
c. Kebanyakan laki-laki yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan 
adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, 
dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa 
yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tetap menerima orang 
lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau 
penyakit atau lainnya, dan rela membiarkanya tersembunyi dan tidak mau berterus 
terang. 
d. Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusaha beristri dua, 
bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikmatan dunia, 
hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak. 
e. Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan 
kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, 
hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan 
fitalitas dan semangatnya. 
f. Sebagian laki-laki ada yang mempunyai ahlak mulia dan memilki kemampuan 
beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, 
                                                     
28 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002), h.55. 
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sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh 
ke dalam perbuatan dosa.29 
2. Akibat Hukum 
Perkawinan melalui nikah dibawah tangan menimbulkan sejumlah pengaruh 
negatif. Dampak yang sangat memukul perasaan dan nasib pihak istri adalah segi 
hukumnya. Ada banyak kerugian yang dapat dirasakan sang istri jika nikah di bawah 
tangan tidak dapat pengakuan hukum, belum lagi sang istri akan merasakan dampak 
sosial, ekonomi dan sebagainya30 
Memahami nikah dibawah tangan hanya berdasarkan dari kacamata hukum 
Islam saja adalah keliru, karena kita hidup di sebuah negara yang dasar hukumnya 
tidak berdasarkan syariat Islam melainkan memiliki dasar hukum Pancasila dan 
UUD 1945. Jadi setiap perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, tidak akan mendapatkan kekuatan hukum, yaitu 
suatu bukti yang otentik terhadap perkawinan tersebut, konsekuensi dari nikah 
dibawah tangan adalah sebagai berikut: 
a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti bahwa mereka 
telah menikah secara sah menurut Agama dan Negara 
b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran karena untuk memperoleh akta 
kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya. 
c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti yang 
otentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. 
d. Hak-hak lainnya yang dalam pelaksanaan Administrasi Negara haruslah dipatuhi 
                                                     
29 Muhammad Fuad Syakir, Perkawinan Terlarang (Jakarta: Cendikia Muslim, 2002), h.55. 
30 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya? (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 84 
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sebagai bukti diri.31 
Pengaruh perkawinan dibawah tangan juga mengakibatkan gejala ketidak 
pastian hukum dalam Islam, terutama dalam hukum keluarga Indonesia. 
Menimbulkan keresahan masyarakat dengan fakta ketidakteraturan nasab bagi anak 
yang orang tuanya melakukan nikah dibawah tangan, perempuan akan selalu di vonis 
sebagai pihak yang bersalah dan bukan sebagai pihak korban yang dirugikan. 
Contohnya laki-laki yang menikah di bawah tangan mempunyai otoritas untuk 
melakukan apapun, termasuk menceraikan istri. Ini jelas merugikan pihak 
perempuan.32 
Jadi pada intinya pernikahan dibawah tangan memiliki dampak yang sangat 
luas. hal ini bisa merugikan bagi istri, anak dan perempuan pada umunya baik itu 
secara hukum maupun secara sosial. Dan jika diuraikan maka beberapa akibat dari 
perkawinan dibawah tangan yaitu: 
a. Akibat bagi Istri: 
1. Tidak dianggap sebagai istri yang sah. 
2. Tidak berhak atas nafkah dari suami. 
3. Tidak berhak atas harta warisan dari suami jika ia meninggal dunia. 
4. Tidak berhak atas harta bersama ketika terjadi perceraian. 
b. Akibat bagi Suami: 
1. Tidak dianggap sebagai suami yang sah. 
2. Tidak berhak atas harta warisan dari istri jika ia meninggal dunia. 
3. Tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perceraian. 
                                                     
31 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 
2008), h. 51. 
32 Nursyahbani Katjagungkana dan Mumtahanah, Kasus-Kasus Hukum Kekerasan Terhadap 
Perempuan (jakarta: LBH APIK, 2002), h. 18. 
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4. Tidak diakui oleh Hukum Positif Indonesia sebagai ayah kandung sah dari 
anaknya hasil perkawinan di bawah tangan. 
c. Akibat bagi Anak: 
1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. 
2. Ketidakjelasan status anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah 
dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa 
anak tersebut adalah anak kandungnya. 
3. Anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan dari ayahnya. 
4. Anak tidak berhak atas nafkah dari ayahnya. 
5. Anak tidak berhak atas warisan dari ayahnya jika ayahnya meninggal dunia.33 
E. Nikah Dibawah Tangan Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, Nikah Dibawah 
Tangan merupakan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu 
perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga 
harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif 
peraturan perundang-undangan, Nikah Dibawah Tangan adalah pernikahan yang 
tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Istilah “Nikah Dibawah Tangan” muncul setelah adanya Undang- Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif. Nikah dibawah tangan 
pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Dan 
nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. 
                                                     
33 Umurahmi, “Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya”,http://wordpress.com/2009/06/20.(28 11 
2017) 
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Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketidak sah-an 
perkawinan dibawah tangan, karena lebih banyak mudharatnya. Dengan demikian 
nikah dibawah tangan dianggap liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, 
berupa pengakuan dan perlindungan hukum. 
Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “Nikah Dibawah Tangan” 
dan semacamnya serta tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun 
secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi  perkawinan yang tidak tercatat dan 
dianggap tidak dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang yang 
berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan 
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.34 
Pencatatan merupakan peristiwa yang menentukan sahnya suatu perkawinan, 
bahwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Sedangkan sahnya suatu perkawinan, 
Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa: 
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaanya
 
itu.
35 
Untuk melaksanakan pencacatan perkawinan, pasal 2 Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan menetapkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 
tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak 
beragama Islam (Non-Muslim) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada 
                                                     
34 Arso Sosroatmodjoda Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1975), h. 52. 
35 O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996), h. 98-99. 
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Kantor Catatan Sipil.36 
Realisasi pencatatan itu akan melahirkan akta nikah yang masing- masing 
dimiliki oleh suami dan istri serta salinannya. Akta nikah tersebut dapat digunakan 
masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dan adanya ikatan perkawinan 
itu untuk mendapatkan haknya serta membantu keabsahan suatu perkawinan.37 
Adapun dampak dari perkawinan yang tidak tercatat adalah: 
1. Suami dan istri tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah 
secara sah menurut agama dan negara. 
2. Anak-anak tidak memperoleh akta kelahiran. 
3. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya.38 
Pencatatan Perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan,  karena 
pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat sah dan tidaknya perkawinan oleh 
negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.39  
Tujuan utama pencatatan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti otentik 
dari suatu perkawinan yang akan melegitimasi perkawinan tersebut. Dengan adanya 
suatu bukti tersebut maka dapatlah di benarkan ataupun di cegah suatu perbuatan 
lain. Dengan demikian pencatatan perkawinan selain berfungsi untuk menjaga 
ketertiban juga untuk menjaga kepastian hukum.40 Selain itu juga merupakan suatu 
                                                     
36 Suparman Usman, Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Islam di Indonesia 
(Serang: Saudara Serang, 1995), hlm. 27. 
37 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26 
38 Abdul  Manan,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta Kencana 
Prenada Media Group, 2006), h. 51. 
39 Saidus Sahar, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Jakarta: 
Alumni, 1981), h. 108. 
40 Rusdi Malik, Peranan Agama Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta : Universitas 
Trisakti, 1990), h. 41 
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upaya yang diwujudkan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan 
kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam 
kehidupan berumah tangga.41 
Lembaga perkawinan bukan saja merupakan syarat administratif yang 
substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, namun ia juga 
mempunyai cakupan manfaat bagi kepentingan dan kelangsungan suatu 
perkawinan.42 
Untuk lebih jelasnya, manfaat pencatatan perkawinan antara lain sebagai 
berikut: 
a. Mendapatkan perlindungan hukum. 
b. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. 
c. Legalitas formal pernikahan dihadapan hukum.43 
F. Nikah Dibawah Tangan Perspektif Hukum Islam 
Dalam hukum Islam (fiqih) tidak disebutkan secara rinci atau tersurat bahwa 
pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, tetapi hanya 
menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sahnya perkawinan, yaitu adanya calon 
mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali, 
adanya shigat ijab-kabul dan mahar. Walaupun demikian, bukan berarti hukum Islam 
menafikan adanya pencatatan perkawinan karena pencatatan tersebut mendatangkan 
kemaslahatan bagi pasangan suami istri. 
Menurut hukum Islam pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai 
                                                     
41 Hujaemah Tahido Yanggo, Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah (Jakarta: GTZ dan 
GG PAS, 2007), h. 17. 
42 Yayan Sopyan, Islam dan Negara: Suatu Transformasi Hukum Islam dalm Hukum 
Nasional, h. 134. 
43 Jiah Mubarok, Modernisasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005), h. 70. 
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masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnya suatu perkawinan yang telah 
disebutkan diatas adalah hasil ijtihad karena tidak disebutkan dalam al-qur’an dan 
hadits. Hukum berdasarkan ijtihad dapat berubah sesuai dengan kondisi, selama 
perubahan tersebut tidak bertentangan dengan al-qur’an dan hadits atau maqashid 
syari’ah berdasarkan kaidah ushul fiqhi.44 Yaitu: 
 َﺗ َِﺔﻨِﻣَْﺯْﻻﺍَﻭ ِﻝﺍَﻮَْﺣْﻻﺍ ِﺮﱡﻴََﻐِﺘﺑ ِﻡﺎَﻜَْﺣْﻻﺍ ُﺮﱡﻴَﻐ  
Artinya : 
Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman 
Perbedaan pendapat ulama Mazhab dalam mendefinisikan nikah sirri atau 
nikah dibawah tangan mempengaruhi pandangan mereka dalam menentukan status 
hukumnya. Imam Malik menjelaskan dalam terminologinya tentang nikah sirri 
sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau 
jama‟ahnya sekalipun keluarganya. Imam Malik tidak membolehkan nikah sirri, 
nikahnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya bisa dikenakan had (dera/rajam), 
jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakui atau dengan 
kesaksian empat orang saksi.45 
Dengan demikian menurut Imam Malik menggunakan dalil berikut : 
 ِﺏَْﺮﻐْﻟﺎِﺑ ِﻪَْﻴﻠَﻋﺍُﻮﺑِﺮْْﺿﺍَﻭ َﺡﺎَِّﻜﻨْﻟﺍ ُﻦِﻠَْﻋﺍ  
Artinya : 
Beritahukanlah (umumkan) akad nikah itu dan untuknya tabuhlah gendang. 
(HR. At-Tirmizi dan Aisyah). 
 
                                                     
44 Hujaemah Tahido Yanggo, Fiqih Perempuan Kotemporer (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2010), h. 128. 
45 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhi Al-Islami Wa Adilatuhu (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), Juz 
VII, h. 7 
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Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i juga tidak membolehkan nikah sirri, 
mereka sepakat bahwa nikah sirri dalam terminologi fiqhi, nikah sirri adalah 
pelaksanaan akad nikah yang tidak disahkan oleh saksi, atau disaksikan oleh saksi 
yang persyaratannya tidak cukup atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati 
jumhur fuqaha. Pendapat ulama Mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan 
menurut ketentuan syari‟at Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua 
mempelai, wali, dan para saksinya, hanya saja hukumnya makruh. Masalah kriteria 
saksi yang menjadi standar bagi Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dalam 
menentukan status sirri juga semakin mempertegas bahwa dalam mekanisme dari 
pihak suami, wali, saksi, tetapi juga kompetensi dari pihak saksi itu sendiri untuk 
mempublikasikannya sehingga nikah tersebut tidak lagi dianggap sebagai nikah 
sirri.46 
Status hukum dari nikah dibawah tangan dalam hukum bernegara jelas 
sebagai nikah yang bermasalah. Meskipun dalam redaksinya berbeda, tetapi prinsip 
yang mereka bangun adalah sama, yaitu masalah penting sebuah perkawinan yang 
mempunyai dampak rentan di masyarakat. Menurut hemat penulis baik dari segi 
hukum Islam maupun dari segi hukum positif, bahwa sahnya suatu akad nikah itu 
apabila telah dilangsungkan menurut hukum ketentuan syari’at Islam, dihadapan 
PPN dan dicatat oleh petugas PPN. Oleh karena itu, nikah yang tidak ada saksi dalam 
hukum Islam tidak disahkan, karena hal tersebut akan menimbulkan fitnah bagi 
orang yang melakukan perkawinan tersebut. Sebab menurut para pakar ahli hukum, 
pencatatan pernikahan memiliki dua konsekunsi. Yaitu pertama, bahwa pencatatan 
perkawinan sebagai syarat administratif sebagai warga negara yang patuh terhadap 
                                                     
46 Imam Abi Abdillah Bin Idris Asy-syafi’i, Al-Ulum (Beirut: Daar Al-kutub Al-islamiyah, 
1993), Juz V, h. 35-36 
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hukum dan yang kedua bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat keabsahan 
dalam perkawinan. 
Pada sisi lain, jika terjadi suatu pernikahan dan dihadiri saksi namun tidak 
dicatatkan maka sah nikah tersebut secara agama namun status pernikahan tersebut 
tidak sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
berlaku di Indonesia. 
Sebagaimana firman Allah pada surah An-Nissa ayat 58: 
¨βÎ) ©!$# öΝä.ããΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Šxσè? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{$# #’ n<Î) $ yγÎ=÷δr& #sŒÎ)uρ Ο çF ôϑs3ym t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# βr& 
(#θ ßϑä3øtrB ÉΑô‰yèø9 $ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −ΚÏèÏΡ /ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. $ Jè‹Ïÿxœ #ZÅÁt/   
Terjemahannya : 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya. Allah 
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat 
Perintah Al-Qur’an ini sangat positif, karena mendidik manusia untuk 
menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum agama dan hukum negara. Dan 
diharapkan kepada masyarakat agar didalam melangsungkan perkawinan tidak hanya 
mementingkan aspek fiqih saja, tetapi perlu dipikirkan juga aspek keperdataannya 
secara seimbang demi terwujudnya ketertiban dan keaadilan 
Kehidupan modern seperti saat ini menuntut adanya ketertiban dalam 
berbagai hal, antara lain mengenai masalah pencatatan perkawinan. Sehingga 
pencatatan perkawinan ini kemudian menjadi hal yang sangat penting. Apabila hal 
ini tidak mendapat perhatian maka akan muncul kekacauan dalam kehidupan rumah 
tangga bahkan masyarakat, mengingat jumlah manusia yang sangat banyak dan 
permasalahan kehidupan semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan 
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seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit apabila perkawinan itu tidak 
tercatat. Terutama apabila terjadi sengketa, antara lain mengenai sah atau tidaknya 
anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri. Bahkan 
dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu sangat mungkin salah satu pihak 
berpaling dari tanggung jawab dan menyangkal hubungan suami istri.47 
Pada dasarnya Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan perkawinan, 
namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangat diperlukan. 
Karena pencatatan perkawinan dapat dijadikan alat bukti otentik agar seseorang 
mendapatkan kepastian hukum.48 Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam 
sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an surah Al- Baqarah ayat 282 yang 
menyatakan tentang segala sesuatu (bermu’amalah) hendaklah kamu menuliskannya. 
Yaitu: 
$ yγ•ƒ r'¯≈ tƒ š Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ΛäΖtƒ#y‰s? Aø y‰Î/ #’n<Î) 9≅y_r& ‘wΚ |¡•Β çνθ ç7 çFò2$ sù 4 = çGõ3u‹ ø9uρ 
öΝä3uΖ÷−/ 7= Ï?$ Ÿ2 ÉΑô‰yèø9 $ Î/ 4 Ÿωuρ z>ù' tƒ ë=Ï?%x. βr& |= çFõ3tƒ $yϑŸ2 çµyϑ¯=tã ª!$# 4 
ó=çGò6u‹ ù=sù È≅ Î=ôϑãŠø9uρ “ Ï%©!$# Ïµø‹ n=tã ‘, ysø9 $# È, −Gu‹ ø9uρ ©!$# …çµ −/u‘ Ÿωuρ ó§y‚ö7 tƒ çµ÷ΖÏΒ $ \↔ø‹ x© 4 
βÎ*sù tβ%x. “ Ï%©!$# Ïµø‹ n=tã ‘,ysø9 $# $ ·γŠÏy™ ÷ρr& $ ¸‹Ïè|Ê ÷ρr& Ÿω ßì‹ÏÜ tGó¡o„ βr& ¨≅Ïϑãƒ uθ èδ 
ö≅Î=ôϑãŠù=sù … çµ•‹ Ï9uρ ÉΑô‰yèø9 $ Î/ 4 (#ρß‰Îηô±tF ó™$#uρ Èø y‰‹ Íκy− ÏΒ öΝà6Ï9% y` Íh‘ ( βÎ*sù öΝ©9 $ tΡθ ä3tƒ 
È ÷n=ã_u‘ ×≅ ã_tsù Èβ$ s?r& z÷ö∆$#uρ  £ϑÏΒ tβöθ|Êös? zÏΒ Ï !#y‰pκ’¶9 $# βr& ¨≅ ÅÒs? $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 
t Åe2x‹çF sù $ yϑßγ1 y‰÷n Î) 3“t ÷zW{$# 4 ..........  
 
 
                                                     
47 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 30. 
48 Hasan M. Ali, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Prenada Media, 
2003), Cet ke-1, h. 123 
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Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika 
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..... 
Kemudian mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan 
mu’amalah tentang adanya kemudharatan atau kemafsadatan apabila tidak ada alat 
bukti yang tertulis. Hal ini sejalan dengan Qaidah fiqhiyah: 
 ِﺢِﻟﺎَﺼَﻤْﻟﺍ ِﺐْﻠَﺟ ْﻦِﻣ َﻰﻟَﻭﺍ ِﺪِﺳﺎَﻔَﻤْﻟﺍ ُءَْﺭﺩ 
Artinya : 
Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada memperoleh 
kemaslahatan”.49 
Jadi Qiyas disini dapat dilakukan, untuk mengatakan bahwa pencatatan nikah 
hukumnya wajib sebagaimana dilakukan ketika bermu’amalah. Dengan alat bukti ini, 
pasangan suami istri dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena bukti 
tertulis dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga sebagai 
bukti yang sangat shohih (otentik).50 
Ketentuan pencatatan perkawinan yang tujuannya untuk ketertiban, kepastian 
hukum jika dikaji dengan menggunakan teori maslahah dan maqasid syari’ah Al-
                                                     
49 Ahmad Sudirman Abbas, Qawa’idul Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqhi (Jakarta: Pedoman 
Ilmu Jaya Degan Aglo Media, 2004), cet ke-1, h. 148 
50 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?,  h. 57. 
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Syathibi, dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bahwa ketertiban adalah sebuah keniscayaan, karena Allah SWT menciptakan 
dan mengelola alam ini dengan penuh keteraturan, keseimbangan, keserasian, 
kedisiplinan serta perhitungan yang sangat detail. Begitu juga dengan 
perkawinan merupakan sistem yang teratur sebagai wadah bagi fitrah dua jenis 
manusia yang berbeda jenis kelamin dan berpasangan untuk membina keluarga 
bahagia. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan telah sesuai dengan semangat 
ajaran Agama Islam. 
2. Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan tidak ditunjukkan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam teks-teks suci (al-Qur’an dan as-
Sunnah), Islam dalam praktek kenabian tidak mengenal itu, sehingga sudah tepat 
mengkaji permasalahan ini dengan teori maslahah dan maqasid syari’ah karena 
salah satu kriteria dari teori maslahat adalah tidak adanya dalil khusus yang 
menunjukannya. 
3. Bahwa di zaman sekarang dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, 
pendataan berupa pencatatan kependudukan baik itu kelahiran, perkawinan, 
perceraian, kematian dan lain-lain, mutlak diperlukan. Karena jika tidak 
dilakukan akan menimbulkan ketidak teraturan dan ketidak tertiban dalam 
kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya akan menimbulkan 
penyelundupan hukum, dengan demikian ketentuan pencatatan perkawinan 
sejalan dengan maqasid syari’ah. 
4. Bahwa dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, maka perlindungan 
terhadap hak-hak anggota keluarga (suami, isteri dan anak) baik berupa hak atas 
harta, status perkawinan atau pun hak atas identitas diri, tidak bisa diperoleh, 
sehingga tujuan perkawinan untuk ketentraman tidak terpenuhi, hal itu berarti 
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berarti tujuan Primer Ad-Dharury, berupa hifdz Al-nasl (memelihara 
keturunan/kehormatan) dan hifdz al-mal (memelihara harta) tidak tercapai. 
Dengan demikian pencatatan perkawinan jelas menolak kemudharatan bagi 
anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas hak 
seseorang. 
5. Bahwa pencatatan perkawinan telah memberikan kemaslahatan/keadilan sosial 
bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum tidak terbatas pada pribadi, 
agama atau golongan tertentu, oleh karena itu yang ditegakan adalah 
kemaslahatan umum bukan kemaslahatan individu. Hal itu sejalan dengan 
kaidah fiqh ﺔﺻﺎﺨﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻣﺪﻘﻣ ﺔﻣﺎﻌﻟﺍ  ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ  ”Kemaslahatan umum (publik) 
harus didahulukan daripada kemaslahatan individu”.51 
6. Bahwa secara normatif undang-undang perkawinan telah mewujudkan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
telah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat serta telah 
mempertimbangkan Hukum Agama Kepercayaan dalam masyarakat, oleh 
karena itu, seharusnya pelaksanaan ketentuan pencatatan perkawinan itu 
menghilangkan kesulitan masyarakat seperti terjaminnya hak-hak anggota 
keluarga, sebaliknya tidak boleh menyulitkan masyarakat, baik dari segi biaya, 
waktu pengurusan, persyaratan dan lain-lain. Karena jika dalam prakteknya 
untuk sebagian masyarakat ternyata justru menimbulkan kesulitan, karena biaya 
tinggi misalnya atau karena jauhnya lokasi atau karena halangan hukum (al- 
man’i) lain yang tidak bisa dihindarkan, maka harus ada ketentuan alternatif lain, 
sehingga adanya ketentuan itu tidak merugikan masyarakat. 
                                                     
51 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan 
Masalah-Masalah Yang Praktis, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 11 
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Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa persyaratan-persyaratan yang 
ditentukan dalam teori al-maslahah al-mursalah terkait penetapan hukum pencatatan 
perkawinan telah terpenuhi, yakni telah sejalan dan tidak bertentangan dengan 
maqasid syari’ah, dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 
pencatatan perkawinan adalah wajib hukumnya bagi masyarakat muslim Indonesia. 
Wajib dalam hukum Islam termasuk kajian hukum taklifi, dan mengandung arti 
perintah Allah kepada hamba untuk mengerjakan sesuatu disertai dengan daya ikat 
yang berupa ancaman bagi yang meninggalkannya. Salah satu cara yang efektif agar 
pencatatan perkawinan ditaati adalah dengan memasukannya sebagai rukun nikah, 
yang menentukan keabsahan perkawinan, namun untuk itu perlu kajian lebih 
mendalam, karena rukun termasuk kajian hukum wad’i. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan kualitatif.
1
 
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, 
dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 
berbagai metode alamiah.
2
  
Pada peneiltian ini dilakukan penelitian lapangan (field research). Peneliti 
menggunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan dan menganalisis data 
informasi yang ada berdasarkan fakta di lapangan.  Adapun objek yang diambil 
dalam penelitian ini yaitu mengenai Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam 
Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan Dikecamatan Biringkanaya. Lokasi ini 
dipilih dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat ada yang melakukan nikah 
dibawah tangan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan pendekatan yuridis, teologi 
normatif, dan sosiologis. 
                                                          
1
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, dan R & D (Cet. VI; Bandung: 
Alfabeta, 2009), h. 8. 
2
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 
6. 
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1. Pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan 
undang-undang yang berkaitan dengan Nikah Dibawah Tangan, yang terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-
lain. 
2. Teologi normatif dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar 
mengenai nikah dibawah tangan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur’an maupun 
hadits-hadits yang berkaitan. 
3. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan 
memahami bagaimana faktor-faktor  pertimbangan Kantor Urusan Agama dalam 
meminimalisasi nikah dibawah tangan. 
C. Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui : 
1. Data primer ialah data utama yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini 
data yang bersumber secara langsung dari Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Biringkanaya. 
2. Data sekunder ialah data sumber data pelengkap atau pendukung dari data 
primer, yang dapat diperoleh melalui buku-buku atau literatur, makalah, artikel, 
browsing via internet, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
penelitian ini, diantaranya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum 
Islam, dan lain sejenisnya. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan 
cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang 
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berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Imam Suprayogo (2001,172) wawancara 
adalah percakapan langsung dan tatap muka (face to face) dengan maksud tertentu. 
Dalam hal ini wawancara dilakukan oleh dua belah pihak yakni peneliti sebagai 
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut adalah responden. Berkaitan dengan hal ini, penliti melakukan 
wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Antara lain: 
a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya 
b. Pelaku Nikah Dibawah Tangan 
c. Pegawai negeri yang bekerja pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 
Biringkanaya 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan 
ataupun data-data yang dipergunakan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 
Diantaranya berupa berkas pengesahan nikah di Kantor Urusan Agama. 
3. Observasi 
Metode observasi yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan 
fenomena penyidikan dengan alat indra.
3
 Observasi ini berkaitan dengan kondisi 
obyektif yang ada dilapangan yang mencakup profil Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Biringkanaya dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap 
fenomena yang berkaitan dengan hal ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka dalam penelitian perlu 
adanya alat bantu atau instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau 
                                                          
3
Sutrisno Hadi, Metodologi research (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 
UGM, 1982), h. 136. 
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fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 
lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 
sehingga lebih mudah diolah.
4
 Berdasarkan penelitian ini maka instrument yang 
digunakan sebagai berikut: 
1. Pedoman wawancara ialah penulis menyiapkan catatan yang akan digunakan 
untuk memudahkan ketika wawancara dengan metode wawancara bebas. 
2. Dukumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen dalam bentuk 
tulisan. Dokumen yang ditampilkan adalah internal data, yaitu data yang tersedia 
pada tempat diadakannya penelitian. 
3. Alat tulis yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan narasumber dan 
peneliti. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang telah diperoleh, dianalisa, dan disusun secara sistematis sehingga 
menjadi suatu data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Untuk Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan cara 
menguraikan data tersebut dengan data lainnya sehingga diperoleh kejelasan 
terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, yang akhirnya dapat menemukan 
gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada ataupun bertentangan 
dengan hal digambarkan. Dalam kegiatan menganalisis data dapat dilakukan sambil 
mengumpulkan data sehingga penliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus 
dikumpulkan dan metode apa yang harus dipakai untuk mengumpulkan data 
selanjutnya.  
                                                          
4
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 101. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya 
Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan, merupakan unit kerja Kementerian 
Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak 
dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. 
Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama  yang memiliki 
rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel 
Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum 
Kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan 
fungsi yang sejenis  dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus  di bawah 
lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh 
pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk 
mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut 
umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan 
oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu. 
Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-
Undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 
(NTCR). UU ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada 
mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, 
melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka 
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kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai  yang diserahkan ke 
Pengadilan Agama. 
Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang 
disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaian 
tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah 
Kecamatan.  
Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang 
peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan 
dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi 
pijakannya, yaitu: 
1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 
tentang perkawinan. 
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA  kecamatan yang 
dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun  1981. 
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur 
organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan 
perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, 
kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat. 
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali 
kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen 
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Agama  kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama 
Islam. 
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata 
kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat 
menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA 
kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan 
kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang 
bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor 
Urusan Agama  Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, 
aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. 
Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan berupaya melakukan berbagai 
terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus 
evaluatif  dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah 
penyelenggaraan  penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan  penilaian  KUA 
percontohan  yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA 
yang diajukan  dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan  sebagai tolok ukur 
untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah 
dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA. 
Adapun visi Kantor Urusan Agama Biringkanaya, yaitu; “Terwujudnya KUA 
Kecamatan Biringkanaya sebagai pusat pelayanan keagamaan umat Islam” dan Misi 
“Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman dan Pelayanan Kehidupan 
Beragama.” 
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Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut 
keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat 
fisik, maupun  administrasi dan sumberdaya manusia. Dalam rangka memenuhi 
kriteria inilah  profil KUA Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar  disusun sebagai 
KUA yang diberi kesempatan untuk mengikuti  penilaian KUA di tingkat Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
KUA Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari 14 (empat belas)  
KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. 
KUA Biringkanaya merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang tertua di Kota 
Makassar. Di samping itu Kantor Urusan Agama  Kecamatan Biringkanaya 
merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang terletak dalam Kelurahan PAI Kec. 
Biringkanaya Kota Makassar yang pembangunan fisiknya dibiayai oleh anggaran 
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada anggaran 2016 dan adalah fasilitas 
keagamaan diperuntukan untuk Balai Nikah dan Manasik Haji.  
Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA 
Kec. Biringkanaya mengalami beberapa pergantian kepala kantor sebagai berikut: 
1. H.K. Usman         Tahun 1969 – 1979    
2. M. Basyr  Tahun 1979 – 1981 
3. H.K. Usman Tahun 1981 – 1985  
4. Drs. Abd. Rasyid Mappiare Tahun 1985 – 1989  
5. Drs. Rasyid Bagenda Tahun 1989 – 1991 
6. H. Sahabuddin Tahun 1991 – 1996  
7. M.Taha Ali, BA Tahun 1996 – 2001 
8. Drs. Muhajir Tahun 2001 – 2002  
9. H. Mursalim, BA Tahun 2002 – 2004  
10. Drs. Hasan  Tahun 2004 – 2007  
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11. H. Sambarani, S.Ag, MA Tahun 2007 – 2010 
12. Drs. H. Hasan, MA Tahun 2010 – 2013  
13. Nurdin, S.Ag, MH. Tahun 2013 – 2017  
14. H. Andi Irwan.P, S.Ag. MA       Tahun 2017 – sekarang 
Letak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya terletak di 
Jalan Batu Tambung No. 2 KM. 17 Makassar, yang berjarak 12 km dari Kantor 
Kementerian Agama Kota Makassar.  
Berdasarkan data monografi Kecamatan Biringkanaya tahun 2017, batas 
administrasi KUA Kecamatan Biringkanaya terletak pada lintas  Kawasan 
Perindustrian Makassar  dan Perumahan masyarakat dengan batas wilayah sebagai 
berikut : 
Sebelah utara     :  Kabupaten Maros 
Sebelah timur      :  Kabupaten Maros 
Sebelah selatan :  Kecamatan Tamalanrea 
Sebelah barat        :  Kecamatan Tamalanrea dan Selat Makassar 
Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar, yaitu Lintang Selatan 5°3ʹ 35.6472ʺ - 5°8ʹ 26.9772ʺ. Sedangkan Bujur 
Timur, yaitu: 119°48.20ʹ 8.3712ʺ - 119°33ʹ 3.1752ʺ. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada peta administrasi Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sebagai 
Berikut:  
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 Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar mempunyai luas wilayah 
48.22 km
2
  terdiri dari 11 kelurahan, 110 RW dan 541 RT dengan jumlah penduduk 
154.387 jiwa dengan rincian pada tabel 1 berikut :  
Tabel 1. Potensi Penduduk Kecamatan Biringkanaya Tahun 2017  
No Kelurahan 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
1. Daya 6.115 6.554 12.669 
2. Paccerakang 7.982 8.048 16.030 
3. Sudiang 9.219 9.627 18.846 
4. Suadiang Raya 1.063 9.213 19.576 
5. Bulurokeng 6.648 6.257 12.905 
6. PAI 8.868 8.902 17.770 
7. Untia 1.089 989 2.078 
8. Berua 6.689 6.963 13.652 
9. Katimbang 5.206 5.587 10.793 
10. Bakung 6.735 13.473 13.632 
11. Laikang 12.263 13.473 25.736 
Jumlah 66.682 76.926 134.387 
Sumber: Kantor Kecamatan Biringkanaya Tahun 2017 
Sedangkan Penganut Agama dan Tempat ibadah di Kecamatan Biringkanaya 
Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut; 
Tabel 2 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2017 
No Kelurahan 
Pemeluk Agama   
Islam Katolik Protest Hindu Budha Kong Hu Cu 
1. Daya 11.613 68 918 35 24 - 
2. Paccerakang 11.975 78 108 36 24 - 
3. Sudiang 16.228 310 2.180 70 30 - 
4. Sudiang Raya 7.252 280 2.700 17 15 - 
5. Bulurokeng 12.347 149 330 55 32 - 
6. PAI 14.260 275 2.560 410 265 - 
7. Untia 2.070 - 5 - - - 
8. Berua 11.415 107 2.100 30 17 - 
9. Katimbang 10.793 70 130 7 - - 
10. Bakung 10.283 140 3.100 78 18 - 
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11. Laikang 21.764 190 3.800 25 19 - 
Jumlah 130.008    14.511 14.500 763 444 - 
Tabel 3 Tempat Ibadah Menurut Agama Tahun 2017
1
 
No Kelurahan 
Tempat Ibadah 
Masjid Mushalla Gereja Pura Vihara Klenteng 
1 Daya 19 2 3 - - - 
2. Paccerakang 61 - 4 - - - 
3. Sudiang 26 3 6 - - - 
4. Suadiang Raya 31 1 5 - - - 
5. Bulurokeng 33 3 - - - - 
6. PAI 39 4 3 - - - 
7. Untia 2 1 - - - - 
8. Berua 6 - - - - - 
9. Katimbang 12 - - - - - 
10. Bakung 16 - - - - - 
11. Laikang 21 - 2 - - - 
 Jumlah  266 14 23 - - - 
B. Tingkat Pernikahan Dibawah Tangan Di Kecamatan Biringkanaya 
Dalam penelitian  ini, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dalam masalah isbath nikah (Penetapan 
Perkawinan) karena faktor pemicu awalnya adalah dengan nikah dibawah tangan 
atau nikah tidak dicatat. 
Berikut data pelaku masyarakat yang mengajukan permohonan isbath nikah 
(Penetapan Perkawinan) yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Biringkanaya pada tahun 2016-2017.  
 
 
                                                          
1
 Kementrian Agama Kota Makassar, Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, 
h. 5-10. 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa adanya masyarakat di Kecamatan 
Biringkanaya yang melakukan nikah dibawah tangan (Nikah tidak dicatat) yang 
ingin mengajukan permohonan untuk melakukan isbat Nikah di Pengadilan Agama. 
Karena masyarakat yang melakukan hal tersebut merasa banyak kendala yang 
dihadapi dalam melakukan segala kepentingan-kepentingannya, terutama dalam 
bidang administrasi kenegaraan. 
Dari data di atas juga, dapat diketahui bahwa tingkat pernikahan dibawah 
tangan di Kecamatan Biringkanaya yang mengajukan permohonan istbat nikah di 
Kantor Urusan Agama itu cenderung menurun didua tahun terakhir, Yaitu ditahun 
2016 warga Kecamatan Biringkanaya yang mengajukan permohonan istbat nikah 
sebanyak 36 pasangan suami istri, sedangkan yang mengajukan permohonan isbat 
nikah ditahun 2017 yaitu 12 pasangan suami istri. 
Setelah penulis mendapatkan data tentang istbat nikah (penetapan nikah) dari 
KUA Biringkanaya, penulis langsung melanjutkan penelitian dengan melakukan 
wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama KUA 
Kecamatan Biringkanaya, penyuluh agama di KUA Biringkanaya, dua orang 
masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan. 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya H. Andi Irwan. P, 
S.Ag., MA. membenarkan adanya nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh 
masyarakat di daerahnya. Masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa 
permasalahan diantaranya: pertama, faktor pendapatan perhari yang minim. Kedua, 
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kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pecatatan pernikahan. Ketiga, 
kawin lari (silariang) dan yang keempat faktor rendahnya pedidikan.
2
 
Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang 
melakukan nikah dibawah tangan, Pertama warga yang bernama Daeng Benno 
bekerja sebagai buruh, alasan mengapa dia melakukan nikah dibawah tangan “ Dia 
ingin dinikahi secara sirri itu karna proses pendaftaran yang memakan waktu lama 
dan ditambah dengan keadaannya pada waktu itu hamil diluar nikah sehingga ia 
malu mendaftarkan perkawinannya di KUA dan memberitahu kepada orang 
banyak”.
3
 
Kemudian penulis wawancara kembali dengan masyarakat yang melakukan 
nikah dibawah tangan, yang kedua, warga yang bernama ibu rosmiati Bekerja 
sebagai Ibu Rumah Tangga, memberikan alasan mengapa dia melakukan nikah 
dibawah tangan adalah “karena pada saat mereka menikah mereka jauh di rantauan 
dan tidak ingin direpotkan dengan prosedur yang berbelit-belit, menurutnya yang 
penting sah secara agama dan menghindari zina, kalau sudah balik ke kampung 
baru dicatatkan ke KUA”.
4
 
C. Upaya Yang Dilakukan KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam 
Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan   
Perkawinan yang sah menurut Islam adalah perkawinan yang dilakukan 
dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya perkawinan, Tetapi sahnya 
perkawinan ini dimata Agama juga harus diikuti lagi dengan sah menurut hukum 
negara , Seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 : 
                                                          
2
  Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya H. Andi Irwan. P, S.Ag., MA. 
pada tanggal 10 September 2018. 
3
  Wawancara dengan pelaku nikah dibawah tangan pada hari ahad 9 September 2018. 
4
  Wawancara dengan pelaku nikah dibawah tangan pada hari jum’at 7 September 2018. 
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Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agama dan kepercayaannya. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-
undangan yang berlaku. 
Namun pada kenyataan saat ini, masih banyak masyarakat Islam di Negara 
kita ini yang melangsungkan perkawinan hanya secara agama, tidak mencatatkannya 
di KUA atau biasa disebut dengan pernikahan dibawah tangan. 
Seperti dengan yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan 
Biringkanaya:  
“Yang dimaksud dengan pernikahan dibawah tangan yaitu pernikahan yang 
dilakukan secara sah menurut agama Islam tetapi tidak mencatatkannya di Kantor 
Urusan Agama sehingga pelakunya tidak memiliki surat nikah. pernikahan dibawah 
tangan tidak sah menurut hukum dan pernikahan jenis ini tidak diperbolehkan”
5
. 
Karena dalam realitas masyarakat saat ini masih sangat banyak ditemukan 
masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah tangan, maka sangat perlu adanya 
upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya 
pernikahan dibawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala 
KUA Biringkanaya yang bernama H. Andi Irwan. P, S.Ag., MA.  mengatakan pernah 
melakukan berbagai usaha untuk meminimalisasi pernikahan dibawah tangan 
tersebut. 
“Kami dari pihak KUA sudah sering melakukan berbagai usaha untuk 
mengurangi terjadinya pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Biringknaya ini 
                                                          
5
 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya H. Andi Irwan. P, S.Ag., MA. 
pada tanggal 10 September 2018. 
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karena melihat masih adanya masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, hal ini 
dapat dilihat dari banyaknya permohonan iṡbat nikah”. 
Adapun usaha-usaha yang pernah dilakukan yaitu :  
1. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan melalui 
sambutan-sambutan diperingatan acara keagamaan.  
2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan 
pernikahan yang sah menurut hukum dengan menugaskan P3N di setiap 
kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya. 
3. melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak 
buruknya terhadap keluarga,khususnya ibu dan anak melalui seminar-seminar 
dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui 
perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan dimasyarakat. 
Demikian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Biringkanaya dalam meminimalisasi terjadinya pernikahan dibawah 
tangan di Kecamatan Biringkanaya. Meskipun pada kenyataannya masih ada saja 
sebagian masyarakat yang merasa malas dan enggan untuk mencatatkan 
perkawinannya di Kantor Urusan Agama. 
D. Kendala Yang Dihadapi KUA Kecamatan Biringkanaya Dalam 
Meminimalisasi Nikah Dibawah Tangan 
Setiap lembaga, instansi ataupun organisasi apapun jenisnya, baik itu berskala 
kecil ataupun besar dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai poin-poin penting 
dalam tujuannya pasti akan menemui berbagai hambatan, baik itu hambatan kecil 
maupun hambatan besar, baik berupa hambatan dari luar organisasi ataupun 
hambatan dari dalam organisasi sendiri. Dalam hal ini, bagaimanapun rapihnya suatu 
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organisasi baik dalam struktur, pembagian tugas dan wewenang, serta kekuasaan 
tidak akan terlepas dari namanya suatu hambatan, sekecil apapun bentuknya 
hambatan itu akan berpengaruh terhadap jalannya kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh organisasi tersebut. 
Berdasarkan pengumpulan data yang penulis lakukan melalui wawancara, ada 
beberapa kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Biringkanaya dalam 
meminimalisasi nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang 
dinaunginya. Menurut H. Andi Irwan. P, S.Ag, MA. selaku Kepala KUA, ada 
beberapa hal yang menjadi kendala yang dihadapi, Adapaun kendala yang dihadapi 
terbagi menjadi 2 yaitu,  kendala internal dan eksternal
6
 
a. Kendala Internal 
Sangat  kurangnya  tenaga  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang bekerja di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya yang hanya  berjumlah  41  Orang 
dengan  22  orang  berstatus  sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 18 orang 
sebagai Pegawai tidak tetap (Honorer) sedangkan penduduk yang beragama islam  
yang berada di Kecamatan Biringkanaya kurang lebih 130.000 kepala. 
b. Kendala Eksternal 
Sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan 
sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidakmampuannya untuk 
membayar biaya administrasi pernikahan. 
                                                          
6
 Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Biringkanaya H. Andi Irwan. P, S.Ag., MA. 
pada tanggal 10 September 2018. 
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Adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk 
mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di 
Kantor Urusan Agama setempat. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada 
pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan 
karena status penikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu “kecelakaan” yang 
telah mereka lakukan. 
Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum dimasyarakat masih banyak di 
antara masyarakat di Kecamatan Biringkanaya yang belum menyadari dan 
memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam 
kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi 
hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai 
tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan 
kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. 
Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah undang-undang No. 1 
Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi 
atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan 
perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunannya 
dikemudian hari. 
Dari beberapa masalah atau kendala yang telah dijelaskan di atas yang 
menjadi faktor yang menyulitkan yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Biringkanaya dalam meminimalisasi nikah dibawah tangan yang 
dilakukan oleh masyarakat. 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan, antara lain : 
1. Tingkat pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Biringkanaya terhitung cukup 
tinggi, dilihat dari data yang mengajukan permohonan istbat nikah di Kantor 
Urusan Agama itu ditahun 2016 warga Kecamatan Biringkanaya yang 
mengajukan permohonan istbat nikah sebanyak 36 pasangan suami istri, 
sedangkan yang mengajukan permohonan isbat nikah ditahun 2017 yaitu 12 
pasang.  
2. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Biringkanaya dalam meminimalisasi 
nikah dibawah tangan adalah salah satunya memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya pencatatan perkawinan melalui sambutan-sambutan diperingatan acara 
keagamaan.  
3. Kendala atau masalah yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Biringkanaya dalam mengatasi dan meminimalisasi nikah dibawah tangan yaitu 
kendala internal kurangnya tenaga sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan kendala ekternal diantaranya 
sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-
harinya, sehingga mereka beralasan tidak mampu untuk membayar biaya 
administrasi perkawinan. 
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B. Saran 
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang 
bersifat konstruktif (membangun) yang diharapkan bisa bermanfaat, yaitu : 
1. Kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di wilayah 
Kecamatan Biringkanaya terutama masyarakat yang memeluk Agama Islam, para 
ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan–
kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan pada syariat Islam dalam 
berbagai kesempatan yang diselenggarakan dimasyarakat, terutama mengenai 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar masyarakat luas 
lebih mengetahui, mengerti serta menjalankan poin-poin penting didalamnya, 
dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum serta 
terwujudnya kemaslahatan secara luas dimasyarakat. 
2. Kepada para pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan 
Biringkanaya selaku administrator pemerintahan, dan administrator 
kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang 
sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-
surat pernikahan. 
3. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diharapkan selalu bisa memonitor 
para pegawainya, apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan 
benar. Kemudian untuk para staf jajaran pegawainya, diharapkan semoga bisa 
semangat dalam bekerja dengan professional dalam upaya meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 
4. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) selaku aparatur pemerintah, abdi Negara 
dan abdi masyarakat semoga dapat memberikan contoh yang baik, memahami 
segala peraturan-peraturan yang berlaku tentang perkawinan terutama yang 
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berkaitan dengan masalah pencatatan perkawinan, melayani setiap masyarakat 
yang membutuhkan akan jasanya serta teliti dan cermat dalam pemeriksaan dan 
pencatatan perkawinan khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan 
Biringkanaya yang sebenarnya masih membutuhkan informasi lebih mengenai 
perkawinan dengan bersifat aktif melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan 
langsung kepada masyarakat. Bukan malah bersifat pasif yang hanya menunggu 
permintaan dari masyarakat. Juga intensitas sosialisasi dan penyuluhan kepada 
masyarakat harus lebih diperbanyak lagi agar peran Kantor Urusan Agama (KUA) 
dapat lebih dirasakan oleh masyarakat sekitar. 
5. Khusus kepada masyarakat harus lebih peduli dengan status perkawinannya 
masing-masing sebab akan berdampak pada kehidupan anak, cucu dan seterusnya, 
dan merasakan pentingnya memiliki Buku Tanda Nikah. 
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